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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

penulis menarik kesimpulan : 

1. Perlindungan tenaga kerja migran menurut Konvensi ILO Nomor 143 

Tahun 1975 dirancang untuk menjamin penghormatan terhadap hak-

hak dasar pekerja migran tanpa memandang status keimigrasian 

mereka. Konvensi ini menekankan prinsip non diskriminasi dalam 

perlakuan terhadap pekerja migran, memberikan jaminan atas 

kesempatan kerja yang setara, perlindungan terhadap eksploitasi dan 

perdagangan orang, serta mendorong negara anggota untuk 

mengambil langkah hukum dan kebijakan yang sistematis, baik di 

tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional. Konvensi 

ini juga menegaskan hak pekerja migran untuk tetap tinggal secara 

sah meskipun kehilangan pekerjaan, serta hak atas perlindungan 

sosial, pelatihan kerja, dan penyatuan kembali keluarga. 

2. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap 

Tenaga Kerja Migran Indonesia telah dituangkan dalam berbagai 

regulasi nasional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017. Perlindungan ini mencakup aspek administratif, teknis, dan 

sosial, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, 

hingga pasca-penempatan. Pemerintah juga telah membentuk  lembaga 
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khusus seperti BP2MI untuk menangani pelindungan ini secara 

terpusat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai 

tantangan, seperti lemahnya pengawasan terhadap agen penempatan, 

rendahnya literasi hukum para pekerja, serta masih maraknya kasus 

pelanggaran HAM di negara tujuan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun kebijakan telah tersedia, efektivitas pelaksanaan 

perlindungan masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, 

termasuk sinergi lintas kementerian dan kerja sama internasional yang 

lebih konkret. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan 

tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan edukasi dan literasi 

hukum bagi calon pekerja migran agar mereka memahami hak dan 

kewajiban sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. 

2. Pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja 

(P3MI/PPTKIS) harus diperketat untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran hak-hak pekerja migran sejak tahap perekrutan. 

3. Perlu diperkuat kerja sama bilateral dan regional dengan negara-

negara tujuan penempatan melalui perjanjian internasional yang 

menjamin perlindungan hukum dan HAM bagi pekerja migran 

Indonesia. 
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